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Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5},
Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (4], Pasal 54, Pasal 69 ayat
(5], Pasal 73 ayat (5], Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 390
ayat (6}, Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104
ayat (7), Pasal 105 ayat (8), dan Pasal 113 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 6
ayat (9], Pasal 29 ayat (3} huruf ¢, Pasal 31 ayat (5), Pasal
37, Pasal 99, dan Pasal 109 ayat (11) Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;

i. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42°70);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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10.

1.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republilkk Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628):

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ([Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur



Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

1.
2.

=]

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Pajak Daerah vang selanjutnva disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang ocleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan Pendapatan Daerah yvang selanjutnva disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Luwu Timur.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik vang melakukan usaha maupun yvang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
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14.

16.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKE adgzlah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
EBNKE adalah Pajak atas penyverahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warizsan,
atau pemasukan ke dalam Badan usaha.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya vang digunakan di semua jenis jalan darat ataun
kendaraan vang dioperasikan di air yang digeralkkkan oleh peralatan
teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermetor yang bersangkutan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjuinya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan vang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atan
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
Nilai Jual Objek Pajak vang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yvang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yvang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yvang selanjutnyva
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atan Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undangundang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT
adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi
barang dan/ atau jasa tertentin

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan /atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman
yvang disediakan, dijual dan/atan dizerahkan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
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28.

29,

30.
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32.
33.

34.

39,

36.

37.

38.

9.

40.

41.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atan
Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yvang dihasilkan oleh suatu
pembangkit Tenaga Listrik wang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi wvang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyvediaan atau penyelenggaraan tempat parkir
di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan
untuk ditempatkan di area parkir, baik yvang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun vang disediakan =zebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah wyang selanjuinya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan
di bawah permukaan tanah.

Air Baku merupakan air yvang berasal dari air tanah vang telah diambil
dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

Nilai Perplehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai
perolehan air tanah wvang telah diambil dan dikenai pajak air tanah,
besarnya sama dengan velume air yang diambil dikalikan dengan harga
air dasar.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah
yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan
harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

Harga Air Baku selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam
rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya

tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan
volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik,

Faktor Nilai Air selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari
komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang
besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah
serta volume pengambilannya.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Pajak MBLE adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan dar sumber alam di dalam dan/atau di permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.
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Mineral Bukan Logam dan Batuan vang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu
bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan /atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga selloeglta collocalia,
yaitu esllnealia collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentul.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yvang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokek PKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yvang selanjutnya disebut
Opsen BENEKEEB adalah Opsen vang dikenakan oleh kabupaten atas
pokok BBNKB sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku vang
tidak sama dengan tahun kalender.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan
penghimpunan data objek dan Subiek Pajak, penentuan besarnya pajak
yvang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak
Serfa pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD
adalah surat yvang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atan harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat vang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk

melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB-
P2,

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah formulir yvang digunakan oleh Subjek Pajak dan Wajib
Pajak untuk melaperkan data rinci Objek Pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnyva disingkat SPPT
adalah surat wyang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SEPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnva jumlah pokok pajak
yang terutang.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBEKB
adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai

bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri atas biaya
komponen utama dan/atau biayva komponen material bangunan dan
biaya komponen fasilitas bangunan.
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Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
dokumen yang berisi komponen dari masukan atau input dari
kegiatan/sub kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang selanjutnya disingkat
SKPDEB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kekurangan pembayvaran pokok pajak,
besarnyva sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLE adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajal.

Surat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnyva disingkat DHEP
adalah daftar vang berisi rekapitulasi data objek dan subjek pajak
disertal besaran ketetapan PEB-P2.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyvetoran pajak yvang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melahai tempat pembayaran yang ditunjuk.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar
pengenaan Pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam
perhitungan Pajak Reklame terutang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

.

B B

- - S

[ S

masa Pajak dan Tahun Pajak:
besaran persentase dan pertimbangan;
tata cara pendaftaran dan pendataan;

tata cara pengisian dan pelaporan SPTPD, serta batas waltu pelaporan
SPTPD;

tata cara pemerilksaan Pajak:;

tata cara penagihan Pajalk;

tata cara penghapusan Piutang Pajak:
tata cara penyelesaian keberatan;

administrasi dan tata cara keringan, pengurangan, pembebasan dan
penundaan pembayaran atas pokok Pajak;

administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah;
tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;

=1



tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
. pemungutan Opsen Pajak MBLB, serta bentuk sinergi dan Provinsi;
NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBEB-P2;
penghitungan Nilai Sewa Reklame;
penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
tata cara pemungutan pajak; dan
ketentuan lain-lain.

nem oo B

BAB III
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 3
(1) Masa Pajak difetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender,
kecuali PBEB-P2.

(2] Masa Pgjak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan selama 12 (dua belasj bulan kalender.

Pas=al 4

Tahun Pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

BAB IV
BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN
Pasal 5

(1) Penilaian objek PBBE-P2 dilakukan oleh Bapenda, baik secara massal
maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian
yang telah ditentukan.

(2] Hasil penilaian ohjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

{3) Penilaian objek Pajak Reklame berdasarkan pada nilai sewa reklame.

(4] Penilaian obiek PAT berdasarkan harga dasar air tanah.

Pazal 6

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa:

a. penilaian massal atas tanah dengan pendekatan data pasar;

b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak
astandar; dan

c. penilaian individual atas bangunan dengan menyusun DBKE objek pajak
non standar.



Pazal 7

Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huraf ¢,
dapat berupa:

a.

b.

(1]

(2]
(3)

(<]

(3]

(6]

(7]

18]

(2]

penilaian individual untuk objek pajak berupa Bumi dengan pendekatan
data pasar;

penilaian individual baik untuk tanah maupun Bangunan dengan
pendekatan biaya; dan

penilaian individual untuk Bangunan dengan pendekatan kapitalisasi
pendapatan.

BABV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 8
Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknva kepada
Kepala Bapenda.
Wajib Pajak PBB-P2 mendaftar dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.

Wajib Pajak EReklame dan PAT mendaftar menggunakan surat
pendaftaran objek Pajak.

Wajib Pajak BPHTB mendaftar dengan menyerahkan berkas BPHTB
melahii loket pelayanan pendaftaran.
Wajib Pajak untuk jenis Pajak wyang dibayar sendiri berdasarkan
perhitungan Wajib Pajak yaitu PBEJT, MBLE, dan Sarang Burung Walet
wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Bapenda untuk mendapatkan
NPWPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3] vang
memperoleh SPOP wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati
melalui Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak
dan surat pendaftaran objek pajak paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan Objek Pajak.
Formulir Pendaftaran berupa SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
a. mengambil sendiri ke Bapenda;
b. formulir diperoleh melalui online; dan/atan
c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjulk.
Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8] wajib diisi
dan ditulis dengan benar, serta menggunakan bahasa Indonesia yang
jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan:
a. untuk PBB-P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
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d.

(=

2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah
(sertifikat/akta jual beli/ girik /dokumen lain vang sejenis);

3. fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki
bangunan;

4. fotokopi SSPD/Surat Setoran BPHTE; dan

5. surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah pada tingkat
desa/kelurahan dan surat keterangan tanah dan Camat pada
tingkat kecamatan.

untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai
berikut:

fotokopi identitas pemilik;

fotokopi identitas badan usaha/perusahaan /domisili usaha;
fotokopi nomor pokok Wajib Pajak perusahaan;

fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame;

gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan; dan

A A A

fotokopi akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang
terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.

untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
fotokopi identitas pemilik;

fotokopi identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha;
fotokopi nomior izin berusaha;

fotokopi nomor pokok Wajib Pajak; dan

ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan

dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil
dan /atau dimanfaatlkan:

untuk BPHTB melampirkan dokumen pendukung sebagai berikoat:
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;

2. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan
terdaftar;

3. fotokopi SPPT PBB-P2;

4. HKuitansi jual beli dan akta jual beli yvang diterbitkan notaris atau
pejabat pembuat akta tanah; dan

5. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab
berhalangan dengan disertai kartu tanda penduduk atau identitas
diri lainnya dari pemberi kuasa.

untuk MBELB melampirkan dokumen pendukung sebagai bernilout:

1. fotokopi identitas diri dari orang pribadi, badan/pemilik
usaha/penanggung jawab/penerima kuasa;

CUE

2. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau sejenisnya;

3. fotokopi akta pendirian usaha dan surat izin lain yang terkait
dengan Pajak MBLB wyang dikelola sendiri dari instansi
berwenang;

4. fotokopi surat keterangan proses perizinan lainnya; dan

5. surat kuasa apabila oranz yang bersangkutan/pemilik usaha/
penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu
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tanda penduduk dari pemberi kuasa terhadap penerimaan berkas
pendaftaran.

Pa=al O

(1) Kepala Bapenda melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi
terhadap formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran objek
Pajak yang diisi oleh Wajib Pajak.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memeriksa kelengkapan administratif yang dipersyvaratkan.

Pasal 10

Berdasarkan SPOP dan LSPOP serta surat pendaftaran objek Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) dan ayat (3), Kepala Bapenda
menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib Pajak.

Pazal 11

1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. melengkapi persvaratan administratif yvakni:
1. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan fotokopt kartu

identitas, kartu keluarga. paspor, atau surat keterangan domisili
dari lurah/kepala desa; dan
2. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan akta pendirian badan

usaha, fotokopi identitas atau kartu keluarga dari salah satu
komanditer bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang

asing.
b. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
pelayanan di bidang pendaftaran;

c. petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan,
apabila data lengkap petugas meregistrasi, memberikan jadwal, dan
melaliukan penelitian lapangan dengan membawa surat tugas; dan

d. petugas pelayanan menghubungi wajib pajak yang bermchon melahi
telepon atau email untuk mengambil NPWPD.

(2) Proses pengajuan, verifikasi berkas serta pencetakan NPWPD dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja dan tidak
dikenakan biava.

Pasal 12

Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOP, atau jenis
penomoran lain vang dipersamakan untuk jenis Pajak yvang memerlukan
pendaftaran objek Pajak antara lain:

a. untuk PBB-P2 diterbitkan NOP: dan
b. untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah diterbitkan nomor registrasi.
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Pasal 13

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak
mendaftarkan diri, Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NFWPD
berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Diata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari antara lain:

a. Badan Pertanahan Nasional;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perizinan; dan

c. pihak lain.

Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 14

Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasulk informasi geografis objek Pajak untuk
keperiuan administrasi perpajakan Dasrah.

Pendataan dilakukan terhadap:
a. s=eluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah untuk PEB-P2;
b. untuk Pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan,

lokasi penempatan, walktu penayangan, jangka waktu
penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame; dan

c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan
volume air yang diambil dan /atau yang dimanfaatkan.

Petugas pendataan harus memiliki surat tugas vang diterbitkan oleh

Kepala Bapenda.

Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam berita acara vang
ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib Pajak yang didata.

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN SPTPD,
SERTA BATAS WAKTU PELAPORAN SPTPD

Bagian Pertama
Tata Cara Pengisian dan Pelaporan SPTPD

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak serta
melaporkan kepada Bupati melalul Kepala Bapenda atau pejabat yang
ditunjuk.

SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh
Wajib Pajak di Bapenda.
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Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan yang dibayar
berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak dipungut dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 16

Untuk kegiatan pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan
dan belanja Daerah, Pajak MBLB dipungut melahai kontraktor/rekanan
yang melaksanakan kegiatan tersebut.

Kegiatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan
volume pemakaian MBLE wajib melampirkan RAB kepada Bapenda.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan
pembayaran pajak MBLE sesuai dengan nilai perhitungan yang termuat
dalam RAB.

Wajib Pajak yang telah melalkukan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada aj_,rﬁt (3) diberikan bukti pelunasan pajak yang telah ditandatangani
oleh yang membidangi pengelolaan pendapatan.

Dalam hal kegiatan pengambilan MBLB dilakukan di mulut tambang,
pemilik tambang berkewajiban memberikan bukti pengambilan MBLB
kepada pembeli atau pengangkut yang akan ditunjukkan kepada petugas
pemungut di jalan atau pada titik check poinf yang telah ditentukan.
Bukti pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat {5) berupa
surat keterangan asal barang yvang diterbitkan oleh Bapenda dan telah
diperforasi.

Bentuk dan isi surat keterangan asal barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Apabila pembeli atau pengangkut tambang bahan galian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal
barang, pemilik tambang akan dikenakan sanksi pembayaran 2 (dua)
kali lipat dari volume yang diangkut.

Petugas pemungut di check poinf sebagaimana dimaksud pada ayat (5],
memeriksa surat keterangan asal barang dan mencatat dalam buku yang
telah disiapkan oleh Bapenda sebagail bahan untuk rekonsiliasi jumlah
volume yang telah diambil atau dianghkut.

Rekonsiliasi dimaksud pada ayat (9) dilakukan setiap 14 (empat belas)
hari kerja.

Pasal 17

Pengelola hotel dan restoran diwajibkan memungut pajak dari orang
pribadi atau Badan yangz menikmati pelayanan yang disediakan oleh
hotel dan restoran.

Pemungutan PBJT Jasa Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran
atas pelayanan di hotel dan di restoran dengan menggunakan struk/ biil
atau nota pembayaran.

Struk/ bill atau nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disediakan oleh Bapenda.
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Struk/ bill atau nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi
oleh Bapenda.

PBJT Makanan dan/atau Minuman dari Perangkat Daerah dipungut oleh
Bapenda.

Bagian Kedua
Batas Waktu Pelaporan SPTPD

Pasal 18

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1),

dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuhih) bulan berikutnya.

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui mekanisme online atau diantarkan oleh Wajibk Pajak pada

Bapenda.

Apabila batas waktu SPTPD jatuh pada han libur, batas waktu pelaporan

SPTPD jatuh pada harn kerja berikutnya.

Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai

lampiran dokumen berupa:

a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan pada:

PBJT atas makanan dan/atau minuman;

PBJT tena ga listrik;

PBJT jasa perhotelan;

PBJT jasa parkir; dan

PBJT jasa kesenian dan hiburan.

b. rekapitulasi nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan
batuan, untuk Pajak MBLE:

c. rekapitulasi nilai jual sarang burung walet, untuk Pajak Sarang
Burung Walet; dan

d. mnilai perolehan objek kena BPHTE adalah nilai perolehan objek Pajak
dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

SPTPD dianggap tidak dilaporkan apabila tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak, dan tidak dilampirkan Lketerangan atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

hoh W

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Pasal 19
Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Wajib Pajak yvang diperiksa harus:
1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain vyang
berhubungan dengan objek pajak vang terutang;

14



3.

. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

memberikan keterangan vang diperlukan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], besarnyva Pajak terutang ditetapkan secara
jabatan.

(4] Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

(1) Kepala Bapenda melaksanakan penagihan pajak wvang terutang
berdasarkan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKBE, SKPDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan EKeberatan, dan Putusan
Banding, vang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dan/atau setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penagihan pajak yang terutang
berwenang menerbitkan:

5w p g

ks
-

j-

surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yvang sejenis;
surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan:

surat perintah penyanderaan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

surat lain yvang diperhikan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Pelaksanaan penagihan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.

7 (tyjuh) han sebelum jatuh tempo pembayaran diterbitkan surat
peringatan dan/atau surat teguran;

21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran dan Wajib
Pajak belum melunasi pajak yvang terutang, diterbitkan surat paksa:
2x24 jam setelah diterbitkannya surat paksa, Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yang terutang, diterbitkan
surat perintah melakukan penyitaan:

14 (empat belas) har setelah tanggal surat perintah melakukan
penyitaan dan Wajib Pajak dan/atan penangsung pajak tidak
melunasi pajak yang terutang, dilakukan pengumuman pelelangan
atas barang sitaan: dan
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e,

14 (empat belas)] hari setelah pegumuman lelang, Wajib Pajak
dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi pajak yvang terutang,
dilakukan penjualan atau pelelangan barang sitaan.

(4] Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, diterbitkan tanpa menunggu jatuh tempo
pembayaran.

(5) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekalisus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam hal:

.

b.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan meninggalkan
Indonesia selama-lamanya atau berniat untuk itu;

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memindahtangankan
barang vang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau
mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya
di Indonesia;

terdapat potensi Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan
membubarkan, menggabungkarn, memekarkan, atau
memindahtangankan usaha yang dimiliki atau dikuasainya, atan
melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat potensi pailit.

|6) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:

a.

b
c.
d

nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
besarnya pajak terutang;
perintah untuk membayar; dan

saat pelunasan pajak.

Pazal 21

(1) Surat Paksa dicantumkan frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan
kedudukan hukum wvang sama dengan putusan pengadilan vang telah
mempunyal kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:
a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

diterbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang
sejenisnya;

terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
dan sekaligus: dan

penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan
pembayaran pajalk.
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BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 22

Bupati melalui Kepala Bapenda melaltukan pengelolaan piutang Pajak.
Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mungkin
ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
sehingga dihapus dalam daftar piutang pajak.

Daftar piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Piutang pajak vang dapat dihapuskan adalah piutang pajak vang
tercantum dalam SPPT. SKPD, SKPDKB, STPD, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding.
Penghapusan piutang pajak vang diperkirakan tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
terhadap piutang pajak dari:

a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta
warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan, vang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dan
surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wvang
meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan
tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat vang berwenang;

b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekavaan lagi, dibuktikan
dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak
mempunyal harta kekayaan lagi;

c. Wajib Pajak vang hak penagihannya telah kedalhuwarsa;

d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya
Wajibh Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau
tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan
cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainyva.

e. Wajib Pajak Badan vang telah selesai proses pailitnya; dan

f.  Objek Pajaknya tidak ada.

Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak munglkin

ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a dan huruf b,

dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi dan hasilnya

dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat atau laporan hasil
penelitian administrasi.

Pasal 24

Pejabat melaksanakan penelitian lapangan dan/atau penelitian
administrasi guna memastikan piutang pajak vang tidak dapat ditagih
lagi.
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Pejabat menerbitkan surat perintah penelitian lapangan dan/atau
penelitian administrasi terhadap piutang pajak yvang tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi

Pasal 25

Penelitian administrasi atau penelitian setempat dilakukan setiap objek
pajak.

Penelitian administrasi secara kolektif hanva dapat dilakukan terhadap
piutang pajak yang telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya
tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2] huruf ¢,
huruf d dan huruf e.

Pasal 26
Laporan hasil penelitian lapangan dan laporan hasil penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat ([3)
disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan
penyusunan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BABX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
SPPT;

SKPD;

SKPDKE;

SKPDKET;

SKPDLE: dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap tidak
sesual data yang disampaikan melalui SPTPD, SPOP, kesalahan dalam
perhitungan dan/atau kesalahan dalam penulisan/pengetikan serta
kesalahan data objek pajak.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Kepala Bapenda pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, tidak dapat dilayani.
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

mpoap TP

Pazal 28

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan
alasan yang jelas dan benar, serta dengan melampirkan SKPD atau
SEPT.
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Pengajuan keberatan yang tidak melampirkan SKPD atau SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilayani.

Pasal 29

Pengajuan keberatan untuk PBB-P2 dilakukan secara:

a. kolektif disjukan oleh Wajib Pajak melalui kepala desa/lurah; dan

b. perseorangan diajukan langsung oleh Wajib Pajak.

Pengajuan keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) pengajuan keberatan untuk beberapa SPPT dalam tahun
pajak yang sama; dan

b. pengajuan keberatan disertai dengan alasan wvang mendukung

pengajuan keberatan dimaksud yang dilampinn SPPT sesuai jumlah
vang diajukan.

Pengajuan keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu}) SPPT atau SKPD, yang
dilampiri SPPT dan /atau SKPD asli;

b. surat keberatan disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
keberatan vang dimalksud:

c. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau yang
diluasakan: dan

d. bagi vang diberi kuasa, surat keberatan dilampirkan dengan surat
kuasa.

Pasal 30

Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Bapenda, dilakukan
penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan Wajib Pajak
meliputi:

a. penelitian administrasi; dan

b. penelitian di lapangan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas
yvang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya surat keberatan harus memberikan keputusan.

Apabila jangka walktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3], Kepala
Bapenda tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan dianggap
dikabulkan,
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BAB X1
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN,

PENGURANGAN, PEMEEEBASAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
POKOK PAJAK

Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan BPHTB

Pasal 31

Pemberian keringanan dan pengurangan BPHTB dapat diberikan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek
pajak, meliputi:

1. Waijib Pajak orang pribadi yang mempercleh hak baru dan telah
menguasal tanah/atau bangunan lebih dari 2 (dua) tahun yang
dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan
dari kepala desa/lurah setempat;

2. Wajib Pajak orang pribadi yvang memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan rumah sederhana dan rumah susun sederhana
vang diperoleh langsung dari pengembang dan dibsyar secara
angsuran yvang dibuktikan dengan bukti pembayaran/setoran; dan

3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris/hibah /(hibah wasiat
vang diterima orang pribadi yvang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawah termasuk suami/istri yang dibuktikan dengan
akta hibah/hibah wasiat dari dari notaris atau surat keterangan
waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab
tertentu, meliputi:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dan
hasil ganti rugi pemerintah/pemerintah daerah yang nilai ganti
ruginya di bawah NJOP yang dibuktikan dengan surat pembayaran;

2. Wajib Pajak yvang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah /pemerintah daerah untuk
kepentingan umum yang dibuktikan dengan surat pembayaran:

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan
moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian
nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi
usaha dan/atan utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah
yvang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vyang
berwenang;

4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger)
atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih
dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan
persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan
atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang yang dibuktikan
dengan surat keputusan persetujuan;
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5. Wajib Pajak yvang mempercleh hak atas tanah dan/atau bangunan
vang tidak berfungsi lagl seperti semula disebabkan bencana alam
atau sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa
bumi, gunung meletus dan huru hara yang terjadi dalam jangka
walitu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta yang
dibultikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
dan

6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, aparatur sipil negara, tentara
nasional indonesia, polisi republik indonesia dan
pensiunan/purnawirawan aparatur sipil negara, tentara nasional
indonesia, polisi republik indonesia atau janda/duda-nya vang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas
pemerintah /Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat
keterangan hibah dari instansi vang berwenang.

Pasal 32

Pemberian Pembebasan BPHTE dapat diberikan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi vang memperoleh hak baru melalii program
pemerintah di bidang pertanahan yang dibuktikan dengan data
nominatif atau surat keputusan pemberian hak yvang dikeluarkan oleh
badan pertanahan nasional setempat;

b. Wajib Pajak Badan korps pegawai republik Indonesia yang memperoleh
hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan
perumahan bagi anggota korps pegawai republik Indonesia, yang
dibuktikan dengan surat keputusan dari badan korps pegawai republik
Indonesia;

c. Wajib Pajak Badan wvang memperoleh hak atas tanah dan/atan
bangunan melalui program pemerintah pada proyek strategiz nasional
vang dibuktikan dengan surat keputusan menteri yang berwenang; dan

d. tanah dan/atau bangunan vang digunakan untuk kepentingan sosial
dan tidak bertujan mempereleh keuntungan meliputi:

rumah ibadah:

panti asuhan;

panti jompo;

sekolah; dan/atau

institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat lainnyva,

Al g e g

vang dibuktikan dengan akta pendirian lembaga /institusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan
dan Pembebasan BPHTB

Pasal 33

(1} Wajib Pajak mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan
pembebasan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
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(2)

(3]

(%)

(3)

(6]

(7]

(8]

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara kolektif melalul kepala desa/lurah atau badan

pertanahan nasional setempat.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan

melampirkan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk;

b. fotokopi SPPT PBB-P2 objek yang bersangkutan;

c. bukti pelunasan PBB-P2 masa pajak dan/atau tahun pajak
sebelumnya;

d. dokumen vang dipersyaratkan untuk pembuktian syarat
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32; dan

e. bukti lain yang menguatkan alasan permchonan pengurangan,
keringanan dan pembebasan BPHTE.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 3 [tiga)

bulan sejak tanggal terutangnya pajalk.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan

penelitian atau pemeriksaan berkas pemohon oleh Bapenda.

Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5],

dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi sebagai dasar

pertimbangan keputusan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga] bulan sejak tanggal diterimanya berkas

permohonan secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala Bapenda

harus memberikan keputusan berupa:

a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau

b. menolak seluruhnya, disertai alasan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah
terlewati dan tidak ada keputusan maka permohonan wajib pajak
dianggap diterima.

Pasal 34

Permohonan  keringanan, pengurangan dan pembebasan BPHTB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) hanya berlaku untuk 1
(satu) objek pajakk BPHTB pada tahun pajak berjalan.

(1)

(2]

Bagian Ketiga
Besaran Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan BPHTB
Pasal 35
Besaran keringanan BPHTE tidak diberikan terhadap besaran pokok
pajak terutang.

Pemberian keringan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam bentuk:

a. penundaan pembayaran pajak terutang paling lama 6 (enam) bulan
dalam tahun pajak berjalan; dan
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b. pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi keterlambatan
pembayaran pajak terutang bagl Wajib Pajak vang melunasi sebelum
6 (enam) bulan sejak ditetapkan surat ketetapan Pajak dalam tahun
pajak berjalan.

Pasal 36

Besaran pengurangan BPHTE ditetapkan:

a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yvang terutang untuk
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2
dan angka 3, serta huruf b angka 4;

b. sebesar 50% (lima puluh persen| dar pajak yang terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 1, huruf b
angka 1, angka 2, dan angka 5: dan

c. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pajak terutang untuk Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b angka 3 dan
angka 6.

Pasal 37

Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak
terutang untuk wajib pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 38
(1) Bupati berwenang memberikan keputusan keringanan, pengurangan
dan pembebasan BPHTE.

(2] Kewenangan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan
BPHTE sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. Pajak vang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan
ditetapkan oleh Kepala Bapenda: dan

b. Pajak vang terutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Pengurangan Ketetapan PEB-P2 Terutang

Pasal 39

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.

(2] Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek
pajak dan/ atau karena sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, untuk:
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(3)

(<)

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. objek pajak vang wajib pajaknyva orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda
iasa bintang gerilya. atau janda/dudanya;

2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/
perikanan /peternakan yang hasilnva sangat terbatas yang wajib
pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

3. objek pajak vyang wajib pajaknya orang pribadi vang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga
kewajiban PEB-P2 =sulit dipenuhi;

4. objek pajak wvang wajib pajaknva orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-P2 sulit
dipenuhi; dan/atau

S. objek pajak wvang wajib pajaknya orang pribadi yvang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif
pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi objek Pajak yang wajib pajaknya adalah
Wajib Pajak Badan vang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
pada tabun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
kewajiban rutin.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa

vang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi kebakaran, wabah penvakit tanaman, dan/atau wabah hama
tanaman.

Pasal 40

Besarnya pengurangan PBB-P2 yang diberikan:

a.

(1)

sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen| dari PEB-P2 vang
terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huruf a angka 1;

sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yvang terutang
dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 39
ayat (2} huruf b; atau

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen| dari PBB-P2 yang terutang
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau ayat (4.

Pasal 41
Pengurangan diberikan atas permohonan Wajib Pajak vang diajukan
secara:

a. persecrangan, untuk PBB-P2 yang terutang vang tercantum dalam
SPPT, SKPD dan STPD PEB-P2; atau

b. kolektif, untuk PBEB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
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(2] Permochonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf b, dapat diajukan:

(3)

a.

sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka (1) dengan PBB-P2
vang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
atanu

setelah SPPT diterbitkan dalam hal:

1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat {1)
huraf a angka (1) dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiahj;

2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
huruf a angka (2), angka (3], angka (4], atau angka (5), dengan
PEB-P2 yang terutang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah); atau

3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3] atan
ayat (4] dengan PBB-P2 vang terutang paling banyak
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiahj.

Permohonan pengurangan vang diajukan secara persegrangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi
persyaratan.

a.

b.

1 (satu) permohonan untuk 1 {satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-
Px
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon
disertai alasan vang jelas;

diajukan kepada Kepala Bapenda:

d. dilampiri fotockopi SPPT atau S3KPD dan STPD PBB-P2 wyang

dimochonkan pengurangan;
Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal

Surat Permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan
PBB P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah); dan

2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk
Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 vang terutang paling
banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

diajukan dalam jangka waltu:

1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan
STPD PBEB-P2 atau sejak tanggal diterimanya surat keputusan
keberatan PBB-P2; dan

2. 3 (tiga] bulan terhitung sejak tanggal diterimanyva SPPT. sejak
tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya
sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukikan bahwa dalam jangka walktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di lnar kekuasaannya.

25



g, tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas
objek pajak vang dimohonkan Pengurangan. kecuali dalam hal ohjek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yvang luar biasa; dan

h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD dan STPD FEB-P2
vang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan
telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat
keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

(4) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 [satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya persentase Pengurangan wvang dimohon
disertai alasan yang jelas;

c. digjukan kepada Bupati melalui:

| 2%

pengurus legiun veteran republik indonesia setempat atau

pengurus organisasi terkait lainnya yang terkait;

kepala desa/lurah setempat, untuk pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2

dan angka 3;

dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangar;

diajukan dalam jangka walktu:

a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
atau

c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain
vang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus
legiun  wveteran republik indonesia setempat, pengurus
organisasi terkait lainnya, atau kepala desa/lurah, dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidalk,
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas

obhjek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal

objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar

biasa; dan

tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan

pengurangan.

Paszal 42

(1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yvang tidak
memenuihi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dianggap
bukan sebagail permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut
diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertal alasan vang
mendasari kepada Wajib Pajak.

(2]
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(1)

(2]

(3)

(1)

(2)

(1]

(2]

(3)

Pasal 43

Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan

secara perseorangan dan kolektif wang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Bupati harus memberikan jawaban
atas permohonan pengurangan secara persecorangan dan kolektif yvang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 41.

Apabila jangka waktu 6 (enam)] bulan terlampaui, maka permohonan
dianggap dikabulkan.
Bagian Kelima
Tata Cara Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak
Selain BPHTE dan PEB-P2

Paszal 44
Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib
Pajak tertentu, tidak mampu dan/atau sebagian objek pajak berkurang.
Pengurangan ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh
persen|.

Pasal 45

Pengurangan sanksi administratif dilakukan terhadap Wajib Pajak
tertentu yang tidak mampu membayar pajak wyang terutang bila
ditambah dengan sanksi administrasi secara keseluruhan.

Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banvak 50% (lima puluh persen).

Untuk pengurangan sanksi administratif, Kepala Bapenda menerbitkan
STPD yang baru.

Pasal 46

Penghapusan sanksi administratif dapat dilakukan terhadap Waiib Pajak
tertentu vang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi
administratif, dan dengan adanyva sanksi administrasi tersebut dapat
menghambat pembayaran pokok pajak.

(1]

BAB XII
ADMINISTRATIF DAN TATA CARA
PEMBERIAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 47

Wajib Pajak mengajukan permohonan kemudahan perpajakan kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda.
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(2] Pengajuan permohonan kemudahan perpajakan sebagimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakulcan secara kolektif melalui kepala desa/lurah
atau Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat untuk jenis pajak
BPHTE.

(3] Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertuliz dalam bahasa Indonesia dengan dizertai alasan vang jelas
dengan melampirkan:

a, fotokopi kartu tanda penduduk;
b. {fotokopi NPWPD;

c. fotokopi SPTPD untuk pajak BPHTB, pajak MBLB, Paiak Sarang
Burung Walet, PBJT makanan dan/atau minuman, PBJT atas
tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir,
serta PBJT atas jasa kesenian dan hiburan;

d. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang untuk PBB-P2; dan

e. fotokopi SKPD untuk jenis Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame.

(4) Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
wajib pajak paling lambat 3 (tiga) bulan =sejak tanggal terutangnya
pajak.

[5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilalkukan
penelitian dan pemeriksaan berkas pemohon cleh Bapenda.

(6] Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi sebagai dasar
pertimbangan keputusan.

(7) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas
permohonan secara lengkap dan benar, Bupati melalui Kepala Bapenda
harus memberikan keputusan berupa:

a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau

b. meneolak seluruhnya disertai alasan.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7] telah
terlewati dan tidak ada keputusan maka permohonan wajib pajak
dianggap diterima.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 48

Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data,
kesalahan dalam perhitungan pajak dan kesalahan penulisan atau
pengetikan.

Pasal 49

Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan
ganda dan/atau hilangnya objek pajak.
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Pasal 50

Kepala Bapenda melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif, paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanyva Surat
Keberatan dari Wajib Pajak.

Dalam hal pembetulan dan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPPT dan SKPD
vang baru serta menerhitkan daftar SKPD dan DHKP susulan.

Pasal 51

Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas

permohonan wajib pajak dapat:

a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar; dan

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak vang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD dan

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara

tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

paling lama 30 (tiga puluh) har sejak tanggal diterima SKPD dan STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

Bupati atau pejabat vang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah

harus memberikan keputusan.

Apabila =setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan zebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan

keputusan permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan pengahapusan atau penguarangan sanksi administratif,
dianggap mengabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMEBALIAN KELEBIHAN PEMEBAYARAN PAJAK

Pasal 52
Atas kelebithan pembavaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.

Permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dengan melampirkan SSPD, SKPD, dan/atau SPTPD. dan untuk
PEBB-P2 melampirkan SPPT, SSPD dan SKPD.
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Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan
paling lama 30 (tiga puluh) han sejak Wajib Pajak melakukan
pembayaran pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak
dilayani.

Pasal 53

Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
gejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bapenda  tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satuj
bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLBE
sebagaimana dimaksud pada ayat [2).

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2
{dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, Kepala Bapenda
memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XV
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MBLB
DAN BENTUK SINERGI DENGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bagian Kesatu
Opsen Pajak MBLB

Paragraf 1

Pemungutan

Pazal 54

Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari MBLE.
Diasar pengenaan Opsen Pajak MBELB adalah Pajak MBLE terutang.

Besaran pokok Opsen Pajak MBLE yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan
dasar pengenaan Pajalk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pemungutan Opsen vyang dikenakan atas pokok Pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan
Pemungutan Pajak MBLE.
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Paragraf 2
Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Opsen MBLB

Pasal 55
Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang
dilakukan bersamaan dengan penghitungan. pembayaran, dan pelaporan
Pajak MBLE.
Penyetoran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke
kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan penyetoran Pajak
MEBLB ke RKUD dalam SSPD Pajak MBLB.
Dalam hal pembayaran tidak dilakukan oleh Wajib Pajak maka Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penagihan.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada avat (3] termasuk Penagihan
sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
Dalam hal Bupati telah menerima pembavaran atas Penagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati menyetorkan
bagian Opsen Pajak MBLE ke Kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiza)
hari kerja.
Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SPTPD Pajalkt MBLB.

Paragraf 3
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 56
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebithan pembayvaran Pajak MBLB
kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MELB
termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen
Pajak MBLB.
Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLE Pajak MELB.
Salinan SKPDLE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Gubernur, paling lama 3 (tiga] hari kerja sejak SKPDLE
diterbitkan.
Gubernur menerbitkan SKPDLE Opsen Pajak MBLBE berdasarkan
SKPDLB Pajak MBLB, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak salinan
SKPDLE Pajak MBLE diterima,
Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak
MELB dan Opsen Pajak MBLE kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPFDLB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| dan ayat (4), paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLE.

Bagian Kedua
Sinergi Pemungutan Opsen
Pasal 57
Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak
MBLEB, Pemerintah Daerah bersinergl dengan Pemerintah Daerah
Provinsi.
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(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan

untulk biaya yang muncul dalam pemungutan Pajak MBLBE dan Opsen
Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 58

Dalam rangka sinergi pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLE,
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama

melakukan:

a. integrasi data/ host to host;

b. pertukaran data dan/atau pemanfaatan data perpajakan, perizinan,
serta data atau informasi lainnya yang terkait dengan objek dan Subjek
Pajak;

c. pendataan objek dan subjek Pajak MBLE dan Opsen Pajak MBLE;

d. penagihan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLE;

e. pengawasan dan penelitian Pajak MBLB dan Opsen Pajak MELE;

f. konfirmasi status Wajib Pajak;

g. sosialisasi Pajak MBLE dan Opsen Pajak MBLEB;

h. pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;

i. sharing pembiayaan; dan

1. penyediaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak.

BAB XVI
NJOP YANG DIGUNAKAN UNTUK PERHITUNGAN PEB-P2
Pasal 59

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
proses penilainan PEBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(4] Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek
PBB-P2 di satu wilayah Daerah. NJOP tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu cobjek PBB-P2
untuk setiap tahun pajak.

(3] NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling
rendah 20% (dua puluh persen| dan paling tinggi 100% (seratus persen)
dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat [5)

atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan
antara lain:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. klasterizsasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
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NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun., kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap
tahun sesuai dengan perkembangan wilayah objek pajak.

NJOP wang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

a. Rasio NJOP non lahan produksi pangan dan ternak:

NJOP Minimal NJOP Maksimal | Persentase
= Rp500.000.000,00 | 25%
Rp500.000.001,00 Rp1.000.000.000,00 | 30%
Rp1.000.000.001,00 | Rp9.999.999.999.999,00 55%

b. Rasio NJOP lahan produksi pangan dan ternak:

NJOP Minimal NJOP Maksimal Persentase
. Rp500.000.000,00 | 50% '
Rp500.000.001,00 Rp1.000.000.000,00 50%
Rp1.000.000.001,00 | Rp9.999.999.999.999,00 85%
BAB XVII

PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu
Nilai Pajak Reklame

Pasal 60

Besaran pokok Pajak Reklame wyang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar

25% (dua puluh lima persen).

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
NSE.

NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3] adalah sebagai berikut :

&.

b.

dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR
ditetapkan berdasarkan nilai kentrak reklame;

dalam hal reklame diselenggarakan sendirii NSR dihitung
berdasarkan faktor sebagai berikut:

1. nilai strategis lokasi;

2. ukuran/satuan media reklame;

3. jangka waktu penyelenggaraan reklame; dan
4. harga satuan reklame.

Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak
diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan
menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
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Bagian Kedua
Nilai Sewa Reklame

Pasal 61
(1) NSR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
NSR = Nilai Kontrak
PR =NKx25%
(2] NSR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
NSE = NSL x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x
Harga Satuan Reklame
PR = NSRx25%

(3) NSL ditentukan dengan faktor sebagai berikut:
a, guna lahan (kawasan);
b. sudut pandang;
c. kelas jalan/lebar jalan; dan
d. ketinggian.
(4) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut:
NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan +
Nilai Ketinggian
(5] Perhitungan indeks NSL sebagaimana dimaksud pada avat (4) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Ukuran/satuan media reklame, jangka waktu/frekuensi, dan harga
satuan reklame tercantum dalam Lampiran [V vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Nama Pengenal Usaha
Pasal 62

Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan
ukuran lebih dari 1 m? (satu meter persegi) dikenakan pajak reklame.

BAE XVIII
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nilai Perolehan Air Tanah
Pasal 63

1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor meliputi:

a. jenis sumber air tanah;
b. lokasi sumber air tanah;
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laantitas sumber air tanah:

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

volume aair tanah yang diambil; dan

tingkat kerusakan lingkungan yvang diakibatkan oleh pengambilan air
tanah dan/atau pemanfaatn air tanah.

Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk
penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen
meliputi:

T -

a. sumber daya alam; dan

b. peruntukan dan pengelolaan.

Komponen sumber dayva alam sebagaimana dimaksud pada avat (2)

buruf a, meliputi faktor sebagai berikut:

a. jenis sumber air tanah;

b. lokasi sumber air tanah; dan

c. kualitas air tanah.

Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b, meliputi faktor berikut:

a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;

b. wolume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 64
Faktor lokasi sumber air tanah sebagimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (3} huruf b, ditentukan oleh kriteria berilout:
a. ada sumber air alternatif;, atau
b. tidak ada sumber alternatif.

Faltor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)
huruf ¢, ditentukan oleh kriteria berikut:

a. lualitas air tanah bailk: atau
b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 65

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan berdasarkan
kelompok pemakaiannya sebagai berilout:

.

b.

gsosial /non ndaga, meliputi:

1. instansi/lembaga/kantor pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/
Polizi Republik Indonesia;

2. sarana prasarana pemerintah; dan

3. jenis sosial/non niaga lainnya yang sejenis.
niaga kecil. meliputi:

1. usaha skala rumah tangga;

2. pemondokan (kos-kosan);

3. hotel non bintang (losmen /wisma/homestay/dan sejenisnya);
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(1)

(2)
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(3]

(1)
(2)
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(1)

rumah makan /restoran kecil;
poliliclinik /laboratorium / praktik dokter;
bengkel; dan

jenis niaga kecil lainnya yvang sejenis.

Nog ok

industri keeil dan menengah, meliputi:

1. industri bahan kimia/obat-obatan:

2. rumah susun sederhana sewa (Rusunawa):

3. industri perkayuan/ fumniture;

4. usaha  perikanan, pertanian. peternakan, kehutanan dan
perkebunan; dan

5. jenis industri kecil dan menengah lainnya yang sejenis.

Pazal 66

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (3], dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringlkat
dan bobot.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara
eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok
volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali
terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Interval volume pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi air
tanah di masing-masing Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan NPA

Pasal 68

Unsur penghitungan NPA terdin dari volume pengambilan dan HDA.

NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) diperoleh
dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pazal 69

Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) terdiri dari HAB dan FNA.
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(2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 70

(1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
{1) terdiri dari biaya investasi dan volume pengambilan selama umur
produlksi.

(2] Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diperoleh
dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vyang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

(1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai
berikut:

a. sumber daya alam (3] sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. peruntukan dan pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen).

(2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V vang
merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

(1) Besarnya Pajak Air Tanah dewatering dihitung berdasarkan potensi Air
Tanah yang diambil dan/atau dipindahkan di dalam lapisan tanah
akibat altivitas dewatering di lokasi tersebut.

(2) Cara penghitungan Pajak Air Tanah dewatering sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

Cara penghitungan HDA berdasarkan komponen peruntukan dan
pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan
NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

(1) Untuk mengetahui volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah,
setiap Wajib Pajak diwajibkan memasang alat pengukur debit air
dan/atau alat ukur lainnya.

(2] Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan seefisien
mungkin untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan.
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BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan

Pa=al 75

Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dan ayat (3] dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Kepala Bapenda menetapkan PBEB-P2 terutang berdasarkan SPOP
dengan menggunakan SPPT.

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara
jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah Pajak yvang terutang lebih besar dari jumlah Pajak vang dihitung
berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat
menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKFPD atau dokumen
lain vang dipersamakan.

Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (4] ditetapkan paling lama 5 (lima] tahun sejak
terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa
dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak

Pasal 76

Pembayaran pajak dilakukan berdasarkan SKPD, SPPT, SPTPD, dan
STPD.

Pembayaran paiak dilakukan secara non tunai ke REKUD.
Pembayaran pajak yang dilakukan secara non tunai ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dibuktikan dengan bukti transaksi
dan/atau struk.

Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis
elektronik melalui kanal pembayaran berupa QRIS, EDC, Mobile
banking, e-commerces, Virtual Account, dan ATM.

Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada
bank sulselbar atau bank perzepsi lainnya.

Untuk pembayaran Pajak Daerah berdasarkan self asassement diatur
sebagai berikut:
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(7)

(1)

(2)

(3)

(4]

(3]

(1)

a. Pembayaran Pajak dilakukan berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKE,
dan SKPDKBT:

b. SPTPD s=ebagaimana dimaksud dalam huraf a, dilampiri dokumen

sebagai berikut:

1. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet;

2. rencana anggaran biaya untuk Pajak MBLB dari pihak ketiga:

3. bukti harga transaksi untuk Pajak BPHTB;

4. struk/bill dan/atau nota pembayaran untuk Pajak Restoran dan
Pajak Hotel;

5. data dan/atau bukti penerimaan jasa parkir untuk Pajak Parkir;
dan

6. karcis dan/atau laporan penerimaan Jasa Kesenian dan Hiburan
untuk Pajak Kesenian dan Hiburan.

c. untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Perangkat
Daerah, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat
Daerah yang bersangkutan ke RKUD; dan

d. Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf e,
Bendahara Pengeluaran wajib mengisi SPTPD yang dilampiri bukti
pembayaran.

Untuk pembayaran Pajak berdasarkann Official Assassment dilakukan

berdasarkan SKPD dan SPPT.

Pasal 77

Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan setelah
saat terutangnya pajak. kecuali PBB-P2.

Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sejak tanggal diterimanya SPPT cleh Wajib Pajak sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan.

Dalam hal PBB-P2 yang ditetapkan melalui SKPD, jatuh tempo
pembayaran ditetapkan selama 1 (satu) bulan.

Jatuh tempo pembayaran sebagaimana pada ayat (1) terhitung sejak
tanggal penerbitan SKPD.

Pembayaran pajak setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 [dua
puluh empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

BAB XX
EETENTUAN LAIN-LAIN

Paszal 78

Setiap Wajib Pajak harus menyiapkan:
a. register atau buku tamu hotel untuk Jasa Perhotelan;

b. bukti dan/atau data transaksi pembayaran untuk Jasa Perhotelan,
Restoran, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;

39



c. bukti dan/atau data transaksi produksi untuk penyedia Tenaga
Listrikk dan MBLB:
d. bukti transaksi penjualan untuk Pajak Sarang Burung Walet; dan

bukti penerimaan parkir dan/atau data luas area kapasitas parkir
untuk Jasa Parkir.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengisi dan
menyampaikan SPTPD pada setiap bulan.

Pasal 79

Kepala Bapenda dapat meminta penvidik pegawai negeri sipil pada

Perangkat Daerah, dalam hal Wajib Pajak:

a. tidak membayar pajak dan/atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran;

b. karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi dengan tidak
benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan vyang tidak
benar/palsu; atau

c. dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah.

Pasal 80

Format yvang digunakan dalam Pajak Daerah berupa:
a. SKPD Reklame;

SKPD Air Tanah;

SPTPD MELE;

SPTPD Sarang Burung Walet;

SPTPD PBJT meliputi:

makanan dan/atau minuman;

L T -

tenaga listrik;
jasa perhotelan;

jasa parkir; dan

oA e I

jasa kesenian dan hiburan.
SKPDKB:

SKFPDEKET;

SSPD:

55PD PBBE-P2;

55PD BPHTE;

SPOP;

LSPOP;

SPPT; dan

n. DHKP,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

ol IR e T o

g
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BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pas=al 81

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaloa:

Aa.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luvwu Timur Tahun 2011 Nomor 2);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 24j;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomer 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran,
dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018
Nomor 21);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Alokasi
Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah
Desa Dari Penvisihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor
24);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2012 tentang Alokasi
Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah
Desa Dari Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2012 Nomor 26|;

Peraturan Bupati Luwu Timmur Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2013 Nomor 8);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomeor 1);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentanz Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luvwu Timur Nomor
38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
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Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 39); dan

i. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun
2020 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Desember 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 6 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 26
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

NOMOR POKOK WAJIE PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JI. SoekamoHatta, Malili 52981 Telp/Fax (0474) 321473

Email bapenda@luwutimurkab.go.id Website
ha@nda.lumﬂjmumab_gﬂ_ id

NPWPD
Nama
Mara B s i R B S O s TR R

Alamat

Terdaftar

FAeseessses® Pada halaman bojakang =+t*=sesmses

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera
melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2. NPWPD agar dicantumkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya dan dibawa pada saat transaksi perpajakan.

3 Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur,

PAJAK ANDA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN



LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOCR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

SURAT KETERANGAN ASAL BARANG

w,  PEMERINTAH KABUPATEN LU TIMUR =
@ BADAN PEDAPATAN DAERAH (SKAB)
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BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR
TENTANG

26 TAHUN 2024

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

INDEES NILAI KAWASAN

NO KAWASAN SKOR INDEKS
1. | Kawasan Hijau dan Taman Kota 10 4.0
2. | Kawasan Perdagangan 9 3.6
3. | Kawasan Pemukiman 8 3.2
4. | Kawasan Pariwisata, Olahraga dan 7 0.8

Relreasi
5. | Kawasan Pemerintahan dan 5 2.0
Perkantoran
6. | Kawasan Pendidikan 4 1.6
7. | Kawsasan Kesehatan 3 1.2
8. | Kawasan Industri 2 0.5
9. | Kawasan Lain-lain 1 0.4
INDEKS NILAI SUDUT PANDANG

NO SUDUT PANDANG SKOR INDEKS
1. | Parsimpangan 5 10 3.0
2. | Persimpangan 4 8 2.4
3. | Persimpangan 3 B 1.8
4. | Jalan 2 arah 4 1.2
5. | Jalan 1 arah 2 0.6




INDEKS NILAI KELAS JATAN

NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN SKOR INDEKS
(METER)
1. | Diatas 26.5M 10 3.0
2. |23.5Msd.26M g o
3. |205Ms.d.23M 8 24
4. [17.5Msd.20M 7 2.1
5. |145Msd. 17TM 6 1.8
6. |[11.5Msd 14 M 5 1.5
7. |85Msd 11 M 4 1.2
8 |55Msd 8M 3 0.9
9. [25Msd.5M 2 0.6
10. |OMs.d.2M 1 0.3
INDEKS NILAI KETINGGIAN
NO KETINGGIAN (METER) SKOR INDEKS
1. |[OMsd.5M 10 2.0
2, |5.5Ms.d 10M 8 1.6
3. |10.5Ms.d. 15M 6 1.2
4. [155Msd.20M 4 0.8
5. |Diatas 20M 2 0.4
BUPATI LUWU TIMUR,
ttd
BUDIMAN
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

JENIS, JANGEA WAKTU, UKURAN DAN HARGA SATUAN EEKLAME

JANGKA UKURAN /
JENIS REKLAME WAEKTD / SATUAN MEDIA HARGA SATUAN
FRERUENSI REKLAME
Eeklame Papan
=. Eombongan /Bangunan :
- Sederhsna 1 Tahun m? Rp30.000.00
1 Bulsn md Ep8.000.00
- Bedanp 1 Tehun m* Hpl00.000.00
1 Bulan m* Rpl1&6.000.00
- Mewah 1 Tahun m2 REp150.000.00
1 Bulan m* Rp30.000,00
b. Midi Billboard {=/d &m?3| 1 Tabhun m? Rpl150.000,00
1 Bulan m= Ep30.000.00
c. Billboard | diatas 6m7) 1 Tahun m? Rp250.000.00
1 Bulan m? Rp60.000.00
d. Videotron/Megatron Tips A 30 Menit m? Rp200.00
e. Videotron/Megatron Tipe B 30 Menit m? Rpl00,00
f. Dinamic wall 1 Tahun m2 Rp250.000.00
1 Bulsn md BEps0.000.00
g. Bando 1 Tehun m* Rp200.000.00
1 Bulan m3 Rp50.000.00
h. Tinplate 1 Tahun m* Rp100.000.00
1 Bulan m* REpl16.000,00
i. Shopsign 1 Tahun m? Rp100.000,00
1 Bulan m= Epl6.000.00
j. Neon Sign/Box [s/d 6m?| 1 Tahun m? Rp150,000.00
1 Bulan m* Rp30.000.00
k. Neon Sign/Box (diatas 6mT) 1 Tabhun m? Rp200.000.00
1 Bulan m? Rp30.000.00
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W

10,

l. Rekiame disinari (s/d &m?)

m.Reklame disinan (diatas 6Gm7)

n. Huraf ttmbal

o, huraf timbul led (=/d 6mAI)

p. huruf timbul led (s/d 6m3)

Reklame Kain /Flastile/Miks
2, Spandulk

b. Umbul-umbul

c. Baligo

d. Sun Screen

e, Tenda

Reklame Sslebaran
Reklame Melekat
a 0 m?s.d 0.5 m2
b. 0.5l m?=.d 1 m*

Helrllame Berjalan

Heklame Udara
Heklame Suara
Hellame Peragaan
Reklame Film /Slides

Reklame Grafht/ Mursl

1 Tahun
1 Bulan
1 Tahun
1 Bulan
1 Tahun
1 Bulan
1 Tahun
1 Bulan
1 Tahun

1 Bulan

1 Harni
1 Hari

1 Han

1 Bulan
1 Kali
1 Bulan
1 Bulan
1 Tahun
1 Butan
1 Butan
1 Hasi
1 Hari
1 Hari
1 Tahun

1 Bulan

Fer buah
Per 100 Lembar

m<

m2

Fer Buah

Per Buah

Per Buah

Per Buah

Rp150.000.00
Rp30.000,00
Rp200.000,00
Rp50.000,00
Rp100.000.00
Rp 16.000.00
Rp 150.000.00
Rp 30.000,00
Rp 200.000,00

Rp 50.000.00

Rp 2.500.00
Rp 2.500.00
Rp 3.000,00
Rp 2.500,00
Rp6.000,00

Rp 150.000,00

Rp 25.000.00
Rp 2.500.00
Rp 5.000.00

Rp 70.000.00
Rp 9.000.00

Rp 100.000.00
Rp 3.000.00
Rp 3.000.00
Rp 3.000.00

Rp 100.000,00

REp 16.000,00
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

No. Kriteria Peringkat Bobet

1 Air tanah kualitas balk, ada sumber 4 i6
air alternatif

2 Alr tanah kualitas ddak baik, ada 3 g
sumber air alternatf

3 Air tanah kualitas tdak baik, tdak 2 4
‘ada sumber air alternatif

4 Air tanah kualitas tidak baik, tidak 1 1
ada sumber air alternarif

_Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

No. Kelompok Volume Pengambilan (Dalam ms) _
Peruntukan | o o5 | 501 -250 | 250,1-500 | 500,1 - 750 | 750

1 | Sosial/Non 1 1,1 1,2 1,3 1,4
Niaga
Niaga Kecil 3 3.2 34 | 36 3,8
Industri Keeil 5 5,3 5.6 5,9 6.2
dan Menengah
Niaga Besar 7 7.4 7.8 8.2 8,6
Industri Besar | 9 9,5 . 10 10,5 11

i Wilai Harga Air Balon Provinsi Menuruat Peruntuka:ﬂ dan Pen_gigmbi.’:anﬁir Tanah

| No. Kelompok Nilai HAB (Rp/m?)
1 | Sosial/Non Niaga Rp 1.600,00
2 | Niaga Keeil Rp 4.800,00
3 | Industri Kecil dan Menengah Rp 9.600,00
4 | Niaga Besar Rp 17.600,00
5 | Industri Besar Rp 19.200,00

Penghitungan Harga Air Baku (HAB)

HAB = Biaya Investasi / Volume Pengambilan Selama Umur Produksi

Penghitungan Faktor Nilai Air (FNA)

FNA = 60% (S) + 40% (P)

Keterangan:
[3) : Bobot komiponen sumber daya alam
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IP) : Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan

Penghitungan Harga Dasar Air

HDA = HAB x FNA

Pengitungan Nilai Perolehan Air Tanah [NPA)

NPA = Volume Pengambilan x HDA

Cara Penghitungan Pajak Air Tanah Dewatering sebagal berikut:

a. Memasang alat meter air
Menghitung besarnya volume air dewatering dengan menggunakan metsr air
dan pemasangan meter air dilakukan sampai kegiatan dewatering telah selesai
dilaksanakan.

b. Menghitung besar volume air dewaterning
Dehit pengambilan air dewatering = k x luas selimut dinding lahan dewatering
k = permeabilitas tanah, dimana:
1. Permeahbilitas tanah lar (kl = 10 m/s
2, Permeabilitas tanah pasir (k) = 10* m/=

b. Pajak Air Tanah Dewatering = Volume Air Dewatering x HAB (Kelompok
Pengambilan dan Peruntulean) x Tarif Pajak

BUPATI LUWU TIMUR,
tid

BUDIMAN
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN NPA
1. Penghitungan HAB

Misalkan di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumur bor
dalam dengan perincian harga eksploitasi berikurt:

Biaya Investasi

HAE =

Volume Pengambilan Selama Umur Produksi
Pembuatan sumur bor kedalaman 130 meter Rp 500.000.000,00
Bia},ra operasional selama 7 tahun REp 700.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi REpl.200.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 7 tahun, debit sumur 18 m3/jam
[operasional 8 jam /hari), sehingga volume pengambilan selama umur produksi
air |7 mhun| = (7x365) hari x 18 m?/jam x 8 jam = 367.920 m*®

Sehingga HAB = Rp 1.200.000.000.00 / 367.920 m*® = Rp 3.261 /m®

2. Penghitungan NPA
Rumus Penghitungan !
NPA = (Volume Pengambilanj x HDA
HDA = HAB x FNA

a. Contoh penghitungan NPA untuk pengguna air tanah kelompok Sosial /Non
Niaga jumlah volume pemanfaatan air tanah 1.000 m*/bulan dengan kriteria
berikaut:

2] Air tanah kualitas bailcdan
3] Ada Sumber air alternatif,

maka penghitungan NPA sebagai berikout:

Komponen

Vohime Pengambilan Keimpeniss Kepnpstei FNA
Sumber Daya @ Peruntukan dan
Alam Pengelolaan
Volums 0 — 50 m= 16x60% =96 1x40% =040 10
Volume 50,1 =250 m3? | 16 x60% =96 | 1.1 x 400 =| 10,04
0,44

Volume 250,1 — 500 | 16x60% =96 1.2 x 40% =|10,08
m?* 0,48
Volume 300.1 - 750 | 16 x 60% =9.6 | 1,3 x 40% =| 10,12

m? 0,52

a1



14 =

Volume > 750 ms 16 x 60% = 9,6 406 = 10,16
0,56
i " |
HDA (HAB NPA
Kelompok | Volume FNA HAB (Rp] &~ INA W‘Hﬁ x
{m?3) (Rp)
(Rp)
Sosial/ 50 10 1.600 16.000 800.000
Non i i
Niaga 100 10,04 1.600 16.064 1.604.400
250 10,08 1.600 16.128 4.032.000
500 10,12 1.600 16.192 8.096.000
750 10,16 1.600 16.256 12.192.000
Jumlah NPA 26.726.400

b. Contch penghitungan NPA untuk pengguna air tanah Kelompok Industri
Besar, jumlah wvolume pengambilan air tanah 1.000 m?/bulan dengan
kriteria berilout:

1
2)

Air tanah kualitas baik; dan
Ada sumber air alternatif,

maka penghitungan NPA sebagai beriloat:

o2

Komponen
P Vo E} Komponen Komponen
gnmh Sumber Daya Peruntukan dan
Alam Pengelolaan
Vohame 0 — 50 ms3 16 x b6t =9,6 O x 408 = 3.6 1352
Volume 50,1 — 250 | 16 x60% =96 |9,5x40% =38 | 13,4
bt
Volume 250,1 — 500 | 16 x60% =9.6 10x4080 =4 13,6
m=
Volame 500,1 — 750 | 16 x 60% =9,6 10,5 x40% =42 | 13,8
13
Volume > 750 m?3 16 x 60% =9,6 11x4% =44 14
§ . -
HDA [HAB NFA
Kelompok | Volume FNA | HAB (Rp) | ~FMA) (Volemiie
i HDA)
(Rp)
Industri | 50 13,2 19.200 223440 12.672.000
Besar
100 13,4 19.200 257.280 25.728.000




250 13,6 19.200 261.120 65.280.000

200 13,8 19.200 | 264.960 132.480.000
720 14 19.200 | 268.800 201.600.000
Jumlah NPA 437.760.000

c. Perhitungan Tarif Pajak Air Tanah Dewatering
1) Perhitungan dengan pemasangan meteran air
Tarif air dewatering per bulan
= volume air dewatering per bulan x HAB kelompok
pengambilan dan peruntulcan x Tarif Pajalk

2] Perhitungan dengan tingkat kelolosan air tanah [permeabiltas tanah)

Perhitungan pajak air tanah dewatering dengan permeabiltas air tanah
adalah sebagai beriloat:

Luassisitegak 1 =2 xpxt
Luassisitegak 2 =2 xlxt
Luas sisi alas = pxl
Luas selimar = lnas sisi tegalk | + luas sisi tegak 2 + luas zisi alas
Luas selmut=2xpxt+2xlxtj+lpxl
Debit pengambilan air dewatering (volume /detik)
= k x luas selimut
Volume pengambilan air dewatesring per bulan

= Volume air dewatering per bulan x HAB (kelompok
pengambilan dan peruntikan) x Tarif pajak

Contoch perhitungan dewatering untuk kelompok pengambilan dan
peruntukan niaga besar dengan tanif pajak daerah 20% sebagai berikut:

3.59m

50,5 m

20,5 m
Luas galian = 2550,25 m? (50,5 m x 30,3 m)
Permeahilitas (k) = 10-¢ m/detik
Penurunan muka air tanah atau kedalaman galian (1) = 3,5 m
Luas sisitegak 1= 2xpxt=2x50,5x3,5=353,0m"

o3



Luas sisi tegak 2= 2x1xt=2x50,5x3,5=353,5m?
Luas sisialas =p=x1=50,5x50,5=2550,25 m?
Luas selimuat = Luas sisi tegak 1 + Luas sisi tegak 2 + Luas sisi alas
= 353,5 m? + 353,5 m? + 2550,25 m=
= 320T,20 m?
Dehit pengambilan air dewatering [volume /detik)
= k x lnas dinding
= 10 m/detik x 3257,25 m?
= 0,0033 m?/detik
Volume pengambilan air dewatsring per bulan (1 hari = 8 jam)
= (0,0033 m?® /detik x 864.000 detik/bulan
= 2.851,2 m/bulan
Jumlah dewatering per bulan
= Volume pengambilan dewatering per bulan x HAB Niaga
Besar x Tarif Pajak (20%)
=2.851,2 m?/bulan x Rp 17.600/m: x 208
= Rp 1.003.622 /bulan

BUPATI LUWU TIMUR,
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F. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKE)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
11, Soekamo Hatla No.  Telp. NO
£ 1
MALILILY9298 URUT
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAN KURANG BAYAR
(SKPDKNY

VLA & o ovcianainss an amasans s dare s pnsssnan s ik bk

TAFUM & onrinrernrnsspiannispnnssssiarssstssssiansans
MAMA
AlAMAT .
NPWPD :
MAMA PEMILIKPENGELULA £

TANGGAL JATLN TEMPO

I.  Benlasarkon Perds Kabupaten Luwu Timie Mamor felnh dilekukan Pemeriksaan atan keterangan
Lain otes pelaksonnan kowajiban Wajth Py ;
. Dan Prm::ikmm- atni b‘.utu:ang,u.n 1fm uﬁul diutas, Penghitungan jumiah yang masth harus dibayar
odalah sebagai berikur:
| L, Panse Deeprmnm: Boiak Ep
Pujak yang terutang Rp
foredit Pajak :
2 Kompenisdsi Kalshihan pembmaren
b, Setoran yung dilakukan
¢ Lain-Lain
d. humbih yenn done Ak ithan {ethie) .
4. Jumlsh kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp
5,  Sanksi administratil
& Dende
b, Kenaikan
¢. Jumlih panksi sdminigtranif {a+H) Ep
Tumlnh vaneg mapsih hanee dibavnr (4450} Rp

s

&5 -Er’-’}%

N

Deenisran breruf -

PERHATIAN : "
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakuknn pada Bendahara Penerima Hadan Pendapatan Daerah Kabupaten

Luwu Timur dengan menggunasan Surat Sctoran Pajak Decmb (5300

2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telsh disshkan/validasi Kas register atm capfinnda tangan Pejabat.

3. Apabila SKPDKB ini tidek atow kureng bayar seiclah lewat witktn paling bama 30 (tign pululy) hnrl sejak
SKPDKB ini diterbitkan dilenakan sanks| adiminisimtive hepups bungn 2 % (dua persei) per bulan

Kepaln Rudan Pendapatsn Doerah
Kabupaten Luwa e

NI,
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G. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
1, Sockamo Hatia No, — Telp, | NO
iLi, 9298
L URUT

SURAT KETETAVAN PAJAK DAERAN KURANG BAYAR
TAMIAIAN (SKIDKIT)

0 A ek e A R

BLASA ¢ L ovvnamrmnres
TABUN 1 eimcncieimsaes

B RER R R R T

WAMA
ALAMAT
NPWPD
MARA PEMILIKATNGELDLA
TANGGAL JATUH TEMPO
L Dondasrkan Perda mataipaton Livsa Timor Nomar iclah dilskukan Momeriksaan oty beiaiiig
Lain atns peloksanmin E:::njihm Wajib Pajnk dan telah ditemukan dats buru/atau dats yang semili

by teriin T
| 1 tad I‘:mﬂ'ﬂ#.::::-n:zu kctorngan Lain tomscbit diatas. Penghitangen jumiah yang ek ks A
| acaloh sehogni berikut:
i I, [nsar Frn-gtnnnJPljak =
2. Pengemass Pomh
| b. Penjennan Pajak Tamhahan L] —
¢ Jumlsh Pongerann Pajak (a+b) Rp
1 Papnk yoopieniang
a Pajak terutang Rp
b. Pajuk veruinng Tumbahan Bp
<. Jyminh Pink Tepsrans {sh} Ep
3. Kredit Papak :
1. Kompensasi Kelehihan pembuyaran Rp
b. Seforan pone diinkisben Bp
e Lam-Lian kEp
. Jumlah yang dupat dikreditkan (a+bie) Rp
4 Inemish keknrnnpnn pembpyarn Pakiolk Prjuk (Te-3d) Ry
5. Sanksi admimistratil
n. Dendn Rp
h Kemaiksn Kn
. Jumluh sanksi administratif {x+b) Hp
& Jumlsh yang masih hars dibayar (445¢) Bp
Dengan huraf :
PERHATIAN @

i, Fembayaran sus pajuk weroumg dimkukan pada Bendaharn Pencrima Badan Pendapatan Duerai
Kabupaten Luwy Timur dengan mengpunakan Surat Setomn Pajok Doemb (SSPD)

2. SKPDKBT dinyutakan LUNAS jika telah dizahlkan/volidiani Kas register ol copfnnda tmngan Pojubon

3. Apabils SKPDKBT ini tidak ntay kurang bayar setelah lowat waktu paling lama 30 (tiga pulub) han sciab. |
SKPDEDT ini diterbitkan dikenakan sanksi udministratif berepn bunga 2 % (dua persen ) per T L |

Kepaln Badan Pendnpatan Dworsh |
Knbugunten Lown Timuor

NIP.
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H. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (S5PD)

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
I Suekame Hiatts Mo, Telp,
MALILI 92981

SURAT SETORAN PATAK DALRAH (S5PD)

N .
Jenis Majak
TFéuma Uisahn/ Perusahann
Adamat f
NPWPD s S G R
Menyetor Berdasarban :[] sereD [T SK Pembetulsn
[] skrDKB [ ] SK Keberatan
[ | SKFDKBT [ ] Luin-lain
[] STPD
Uinng sehesar tBpe | —7
Drengintn vk’
Guna Pembayiran < dasa Pajuk oo 1777 RRTE S,
Jenis Pembayaran +(Tumat | Cek / BG ! Transfer)
Wiy, Cek/BA AT LT E e P Lot S L
Tgl Cek/BG Transfer A A 42
Berita/K eterangan
Malill, o.oieeeeevien Tahun.
PEMNYE UK, PETUGAS FENERIMA,
WIF,

Lembar 1 : Uniuk PemohonTenvetor
Lembar 2 ; Untuk Bendshara Pencrimaan
Lembar 3 : Arsip
1) Ben tanda X pada kotak
2} Coret yang tidak perlu
SSPD ini berlaky setafah Cok BG dapat dicairkan
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I. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (55PD) PEB-P2

PEMERINTAH KABUPATENLUWUTMIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH :
mmmmmm
Tempat Pomiysrsn ;
Tolah menurima pembayaran PBEPZ Twn[ | cant
Mama Wajib Pajas -
Letak Otyek Pajak  : Hocamatan
: Desa ! Kal
Mamar SPPT (MOP] =
Sajumiah | Rp. [
Tanggal Jaluh Tampo |
Jurniah yang banis dibayar (Rrmasub jie= prErbayamn
m‘ pads tulan ke | seah Wnggel i-m'r}:
i} X
1] Y
W i
- | ¥ v
Elw vl
% Wi Hix
win xx
I KXl
x Ll
f X Xl
L] LAl
Tanggal Pambayam: LT T Tormma
e Y LB. 7 e Barwss
mmumm
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2
Tampai Pembsyyasan @
Tolah monorima pembayaran PEBF2 Tahn | aan:
Hmmﬂ@bl‘l]ﬂ. :
Letak Objok Pujak.  : Kecematun
. Desa | Kol
MNomar SPET [(NOP) -
Sejuinlah : Ap. [ w
Vil Pembayaran . Tanen Terima
Jumiah yan ri A darn
mmmm ol | Cop Einme/ie
Tangpal Pemiayaran: Torids Tarkem
dumzah yang disayar | Bp | | dan
Cap Bank/Fus
Lewpiie wintk Batang FRE-F2 ow BPRTE
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (55PD) EPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)

BERFUNGSI SEBAGAI BUKT! FEMBERITAMUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUMAN (SPOP PEB)

aonommwpra: [ | T T I T T T T T TTTTITTITITT NI
3 e T EED B B ECEl B
B A e s
4 Malurmhan/bess i 3 WA 4. kagamaan|
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wovsemsmarnmpenrse: |1 ] L1 ] C1 11 (111 1 CCITT] ]
. Lartak Tengh dandei Baygndn
& Halashan\Dwis £ 4 HIRW i
& Remwraoan H & aabupaleniion £ LA T
Pongh ICP PR
= T [T
LUALAN (Ol iims teeah carfEne bmgorun |l bardesancn SEFT PRI L WO PR
g heb ey dpersieh) b erjarinyn pesoletun k)
imuu{b.uq ' mt | g [mm u!up =
|I-w f m | 1e |Ap u | -
MAOE PR |
L lgumimpag |

e b ParThuien ik mums R clan i o g @ | | i I i g ik Il_p I

Vi Mo St Wt ;

. FTMGEITIRS AN SR [Harma diil berdagerian ponghings widh gajitl Calam ®enlah
B, |rtal Percitehan Objek Pajsk (PP

[l Prreian ek Pajan Tidak ke Palal (HPORTHF}
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E & Pungurangan diing seadeimeiag: || ] 4
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTE)
Frrmerisens Hahugeten Limis BERFUINGS! SEBAGA| BUKTI PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Thens PAJAE BUMI DAN BANCUNAN (5POP PBH}
[t PR TR DA RAN |
FERLATIA : Bai s pmtiarfush sernsloban il a hislis v Belahoasg el bed it dy i
moomeavprn: [T T T T T T T T T T TTTT T LTI ]T]
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s B NN B L T ot Fo A AL b L 5
) Coboptees 1 mossers [T T 1]
8. & Momor Ok Polsi [NOF) FER : | | ||I||I| | I ||D
4 Levpr Sgrah dan g Bergmen o
3 EmtertonRec: e el s TERY FRPIETE Pl KA gl il
3 Eacwmaen Tl S e U I Eabupitsnom § LUV TR
Prtighitagas HAOP PR
Tiiad Hioreamed |
EALAS { b izt sty derdatau bamgurmn | (dii bardanarkan SFFT PRI Ly x WSS FRRYmY
siny ke digaraiali) Lihaip purgratiin huk)
vt {trur] H SRR A
fliara Snety QY e ety
Sangunan & bl 0 - ) LS
B o arghi
MOEPEE: |13
Joogn [t a0 i
15w Perpistam bl san quren i:lj W s ey e AR
Al Moo et
€ PERHITUSIGAN DFFTI Myl S Srinsd fss i ng sy il past| it Rusiah
1. [ it Furoluia ik Fajak (WEOF) 5 _
Pidmi Pl eha Ciljek Pajak Tidnk kann PRjgk (NPOPTEM) x|+ Rp
piitmi el ebes Ciljek Pajnk Keas Tajah (KPOPER) = (NPOP - NPOFTIF) i+ R
{Een Purcichan fisk stas Tanah-dan Bangunan yang torutang = { §1 s HFOPKF | |+ PAp
E Sumiah Setonuh berftasarkn @
[ & rengmngan wait ek
by, FTPDEPHTIRSKPLE KURANG BATARSKPORKET it | hﬂwlt _______
:l & Penguranpen cihinang sendin mengadi: Ij:l 1
(] =
JMLaH ARG DISETOR [ dergan anghal [dengumumg }:
[berarian poshiurgae 0 e e o1 i P
) Covet yong tidek peri
kst sy gt Al e - BEMCETAMLE DITERIMA DLEH : Telgh S
WA PALAKPERVETDH, PEATINOTARIS, TEMMNAT PEMEAYARLAN HPHTIL, AL CHEAPATAN DAL

T1



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)

BERFUNCSI SEBAGAI BUKTI PEMBERITAHLIAN OBJEK PAJAK
PAIAK BUMI DAN BANGUNAM [SPOP PEB)

[ BADAN PLIMDSPATAN DASHRAH ¢
[FERHATIAN - Barsish ptunjul ey pechs =als—an belsbang le=tsr 10 terlehih camoe.
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:l b STPE BITIHEATTE KURAKS BEAYARISKFCERET Momery . Tanggal:
< Pargurargan dhitung send'rl milsc EI':I H
- B " s
JUMLAH YANG CESETOR {dengeen argha) ¢ {etengan a3+
fre. ] L o i
{herdanrhin perungn By dm slson o [} l /’
%] Coret yorg tiduik peiks
...... s el MENEETANL ¢ DITEREMA, CILEH - i dhvariicast 1
Wil PAJAKPENYETR, PRAT/NOTARS, TERPAT PEMBRYARAN BIHTH, ISV FEMCATIEAN ST,

T2



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Ll (SSPD-BPHTE)
Pemwinmh bupmtowy| - BERFUNGS| SEBAGA! BUKT! PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
it PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBE)

SADVAN FEMCUAPATAN DAENAIE _
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SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
I:SSl'ﬂ-'Bl'i-l'l'l]
P Kl |isas RERFUMNGCS] SEBACAI BUKTI PEMBERITAHUAN CUIEK PAJAK
i PAIAK BLUMI DAN BARGUNAN (SPOP FER)
[P FsaRaTaN A |
FTRAATIAN | Riieh futor s e AL St gy et a1l rahi S
a vowmemens: | | | T T T T TP TV TP 0D Y 00 0T UL T}
el 0 O 5 O 0 O L
e o T R I R R R SRR R s ’
o Wi aluetine | — L] el AT & Seceaan
) Rty | S LR I
v omesasnsenon: (1] 1) O O OO OO O3
¥, Loman T iy Dangunde |
i Wehsshailees | & i
‘ el S e e e P RRT P ETEiEs P e R AP R RT P PR P RS pa e - m‘ Iw-mfl'“ IEErETTEETTTTTTE
Tenpeunge hioF Fe -
BLET (e W g i b esarkan BT P il b w3 Pl
Wy Nk diperwan ) i
e ] 1 =] g lag " (ag
e ivegiey |
]-l-" ' - L — -
[N -
e e | TR
R -
T s P bl e et = s gy m T | I
ﬂ‘“ml --------------------------
£ PEMEETLRGAN BRHTE i i T Ll .
& [rolm Percieren Dses Pajsk (VPO i|e mg
Fias Parvbetiam (b Fajat Tictok ks Pk (NPESPTRE] |- Bp
[Pt Pawsilornan oot Pk wwin P [FPCHP) = (RO . BIROPTRIY §[= hp
| Porriotuss ok mewn Turash fam Banguman yang truteng « [ 530 NPOSEP ) al= 5
£ s Botoess hertaarior
& Pergtngan s petsk
b STPLSPWTHSAFOE SURANG BAYARSEPTIEGT Mo : Lot el AR ==
£ Faryurengie Snitung sedin man|sd | m*
JUPMEAH YiAbe DFSETTI [Gumppan angka) | [avegan i 1
[t Lt [ = et 311 ,f" /r
Lot punp tulil fels
TR et MEREE TR | ONTTRLRA L ety sheBlont
WASE PASLIFESTETON FIATINCIARS, TEMPAT FLMBATANAS BPHTR A
T e — et [ e R —
i el
g PR




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAM BANGUNAN
{SSPD-BPHTBE)

FEmath Sah G s | —
L iT]
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K. SURAT PEMEERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PEMERINTAN KADUPATEN LUWU TIMUR |Nu:Fﬂn-nif L ol

BADAN PENDAFATAN DAERAH

J r; ‘E_y", | (BAPENDA] e o yuig dils) aleh Pelisgos (bglan yang diarsir),
J" SURAT PEMBERITAHUAN QBIEK PAJAK ﬂﬂﬂl nteshy ity F.I;I-HR
el taricla sllang pads kolom bang Sasunl,

il T ihag,

KANTOR PALAYAMAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
1, ENIS TRANSREST |1 Ferskanian Baty ]:Ji anhti'mm Hiatn E]i- Penghage=n Duta

UT KQOE

2, i I[:I:JD]HHIHII l]lH | L

wweessons | (17 (1] [(T0 O CE0D) 00 O

A INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARL

4. NOP ASAL (1000 (117 | | L]
sweserom  [(TTTTI

B, DATA LETAK OBIEK PAJAK

B MAMA JA1AN 7, LW/ RV NOMOR
LI TTIT TT IT] CELR Tt
T T T Ty 1]
C. DATA SUBJEK PAIAK

5L STATS [J]1 Pt []2. Peryewn [J2 Bergelols  []4. Pomakal [ ]5. Senglets
12, PEFERIAAN [Ja.ps=y  [Joasmrey [ Persunan’) [2. Bsdan  []5 Lainnys
13, BLAMA SUIEIER PAIAK 4. NEWR
(T T T ] TITIIITrrr
15, AMA JALAN 16 BLOK/AV/ROMOR
23 1 5 e 0 T 0 D 0 O O OO (TTTTII1TI101d
3 B UIRAMANDESA 18 AW 4. AT
ENNENRERERNENR RN NN EEERE AN
20, KABLPATENIKTITA ~ RODE POS
EEEEENENENENEEEEENEEERERER
11[le:ull'ILTT]11]1LII|IIII[IHLI 530 0 I L

0. DATA TANAH .
2 wstaw [TTTTTT] ¥ 23, zowa e Tanan [ ]
(M}
24, 1ENIS TANAH [[Lmn:m; la g:mﬂ - [ Img D*-w
m 1;}];**71 panchasilaraye semata-mals hemasal darl 02l atau uang peinan S TS
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E. DATA BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEN PAIAK
Sayn menyataken batrwa nformast yang telah saya berfian dalam formulir I termesul angirannyga adatah benar, jelas can
lenghap menurut keadsan yang sshenamya, sesual dengan Passd 9 ayat (2) Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1985

26, NAMA SUEIEN PAJAKS 7. TANGGAL . TRNDA TANGAN
HLIASANYA

- Dl hial bertingak saiakns kussa, Surnt kusss harap dimpirkan
- Dt il Subgek Pajak mandeftarken sendinl Dbk Fajok, sapmym mongaambarian Skat/Canah Lokas Objek Pajak
- Pt ke parygmhaian SPOP 30 (tgn polub) e sejek Siariv cleh Suler Prjsk secusl Fasal 5 ayat (2) UU Ma. 12 Tahan 1965

FUE AR 5 ”

WETERANGAN @

- Gambarkain sket/denah lokas! oljek pajak (mnps skala),

yang dhubungkan dengan julan raya/jeian pratokol,
jilan lingkurgan dan lak-lain, yang midah diketahul
aleh mum.

- Ssbulkan batas-bates pemilian sehelah v, sektan
tmur dan barst.

TT



L. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LA M:PIIMJ\ SURAT PEMIE I.II.ITMIUAH OBIEK FAJAK

L

] ||U'IF&

| 5 INS PENOGLUINAAN . 1, Permmmhan D I Perkantoran Swanta . V. Prbirike
BANGLNAN
[] 4. Tokoraponk s Ruke (] & Rumah SakiciCinik [7] 8 o RagwRehreasi
|:| T, Hitel/ W s D N, Bemghel Oudang Pertpnion r_l %, Greduzyz Pemeriinh
[ i0dmin-tain L) v mog vtk wona owk L] 12 mewngonan ki
D L Aparien ]:E 14, Pormpa Harin D 15, Tamgkl Mimyak
D 16.Crelung S<halah
B, LUAS RANGLUNAN mw TolUMLAH LANTAL ["_‘D
(MLI}
& rinbisaNeuy L1
i THN BIRENGVAS] I DAY A LISTRIE
i sexriaie twern LU LLLTT]
I KONDIS PARA 1. Snniggar 2. Pk 3. Sedang o4 feick
MUY A D Balk u C D
12 KONSTRUKST [ ] 1 Bain [ 2 et BT L] 4 kaww
11 ATAR [] 1 pecbons [ 2 ctg et [] 5 g tiesal [ 4. Astes [ simg
Beion/ Aluminium Hirap
Glg Glasr
14, DINDING L] 1. snear [ 2 teton BERT [ ke [ 4 sy
Al Comblak
[] # vidak Au
15 LANTAI [] 1 Marmer [[] 2 ®ummi 7] 3 Terwse []4ummecr [ 5. Semen
P
T4 LANGHT-LANGIT I Akl EI 2 ‘Irlph‘h.l'ﬂ.lhn D 3 Tulak Ada
Tiidl
17 JUMLAH AT [T] s | Window | 18 AC Sertml (v mudn [ ]2 7w Ada
T uimmmm TT] 0. LUAS FERKERASAN HALAMAN (M2)
K M L
WA e T 1] Ringan [T s
0 el fokg [] ]T’;‘ﬁ'{""‘m
Z1 JUMLAH DEN LA THELAMPU | 22 JUMLATT LIFT TI5 JUMEAH TANGGA,
Iﬁw*xﬂm” [:D Teton 1] [T] Penungpang BERIALAN
TEMS == =t
i Im || E [T | Kapeit we<pgom [
Eﬂ:'“” [T ] fineng L= 0,80 M L
T4 PANIANG PAGAN m o TEPEMADAN D0 My 10 Adn L3 2 Think ade
(M) KEBAKARAN O Sprinkler 17 Ade O3 2. Tidok adi
RAHAN PAGAN [] 1 otien), [ 2 et O, pire Al toads T2 Tidhk wda
_ Mtk R
25 ML SALURAN 7, REDALAMAN SUMUR
el W0 0 b e LLLT]
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] PABKIKMENGEELGUDANGPERTANIAN [1Ff=1/8)
20 TINGGT KROLOM M) 2. LEBAR BENTANG (M)

|
H DAY A IRIKLTNG == KELILING T EUAS MEZZARINE .
LANTAL{Xe/M2) LD ™ ovoma i T ™ am (11171

[} PERKANTORAN SWASTA / GEGUNG PEMERINTAI (1120}

L KELASBANGUNAN [iKele] [O2%elw2 [N:Kem) [ 4 Kelmd
TOKOVANTTIUPASARRUKO (IF5=1

B KEASHANGUNAN [T Kels )] D2 Kelw? 03 Kelxd

[ RUMAL SAKIT ' KLINIK (IPE=3)

35, KELAY BANGUNAN Ui Rels! D2xews? Oifesy 04 Kesd

16 LIRS KAR T%G 1 IS HUANG CATRDNG 7 -
AC SENTRAL {MD) D:D:D AL SENTRAL (582} J,ILD
CILANRAGA | KEKREAST{ITE=8)

1 i ag naNoUNAN [ ) Kol | [J 2 Kelm?

[ HOTEL / WISAEA (JP8=7)

39, JENIS HOTEL [ 1. Non-Resort (2. Ressrt
40U AL RINTANG 11 Bimmngs 02 Binengd U3 Bimeg3 T4 Bimamg 12 15 Non
Firimme
$1 IUMLAT KAMARK D:D: £ LUAS KMR DNG D:D:D 13, LS RUANG LA NG UIED
AC SENTRAL (M2} AC SENTRAL (M2}

CE BANGINAN PARKIR (JPB= 1 23 _

s TIPEBANGUNAN [ I0Tiped  [lamipes  [Bvper  []4 Tigel
TTAPARTEMEN (FB=13)

LS KELASBANGUNAN [ 1Kets! [O2Kelw2 OiKeds3d 4 Kelsd

do IMLAPaRTEMEN [T tvasarrome [T 48 smuangLamwone[ [T

AL SENTRAL (M2} ~ AUSENTRAL (MD)
[ITANGKI MINYAK (JPB=15]
19 KAPASITAS TANGRE [ T777] 50, LETAK TANGR (11 DiAms ]2 Di Bawsh
.. L) - : Tomh — Teh

T OGEDUNG SEXOLAH IPB=16)
|51 KELASBANGUNAN - D1 Kelas 1 02 Kelas 2
E FENTLALAN INIMVIDUAL { = 1000 Rp)

52 NILAL'STSTEN I | A3 NILAL INDEVIEUEAL l I I I I l

F. IDENTITAS PENDATA | FEIABAT YANG BERWENANG

PETLAIAS PENDATA MENGETAHUI FEIABAT YANG BERWENANG
&2 THL KUNIUNG [T T
KEMBALI
w taLeesoatay [ /[T i v, vesecran. (L1 [T
56 TANDA TANGAN 60, TANDA TANGAN
5. NAMA JELAS B1. NAMA JELAS
2 NP [LITTTTT 62 NIP CITIITTT]

TS



M. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) PBEB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
HADAN PENDAPATAN DAERAH

EPPT PEE-F1
MLFHA N METELPAIAN BNT] KEFEST AN FAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG RN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

LETAX CBIEK PAIAK

PR

PLARLA CLAN ALARMAT WALIE PiiaK

MIOF FER MEZ (Rt

TOTAL NI (Ra)

WJOP sabogsi daner peogonasn PEH
B TR (MUAOF Tidon Kionm Fojis
HLICE witp; penghitungan PSS

Tuad Damae Pempunsar Pujsa PEB
PG g Talbuting

Bk Lk, ELI VAN BANGLINAN YANG HARLIS DIDAYAR (AR

TGL JATUH TENMEED
TEMPAT PEMEAYARAN

Haklh WP
Listak Ortjjex Pagith @ Recsmalss
Dosn ¥ aiurahan

EPPT TahunBg

Cotmwsirria g
Tands Tangan

Hama Tarang
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